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BUPATI LUWU TIMUR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
FERATURAN BUPATI LUWU TIMUR
NOMOR sa TAHUN 2016
TENTANG

FPEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN TZIN BELAJAR BAG]

PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

' i Menimbang  : a.

Méngingat -

BUPATI LUWU TIMUR,

bahwa dalam rangka pengembangan Sumber Daya
Pegawal Negeri Sipil yang terencana dan terprogram,
untuk meningkatkan kemampuan intelektual dan
wawasan sesual dengan latar belakang pendidikan,
kompetensi dan kebptuhan organisasi, dipandang periu
mengatur tefitang Pemberian Tugas Belajar dan [zin
Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil;

bahwa dengan terbitnya Surat Edaran Menteri
Pendayagunaan Aparatur Negara @ dan  Reformasi
Birckrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pemberian
Tugas Belajar dan Izin belajar, maka Peraturan Bupati
Luwu Timur Nomer 23 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar

Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Luwu Timur, perlu untuk ditinjau kembali;

bahwa  berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam hurdf a dan huruf b, perlu
menetapkan  Peraturan Bupati  tentang Pedoman
Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagl Pegawai
Negeri Sipil;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2003 Tentang
Pembentukan Kabupaten Luwu Timur dan Kabupaten
Mamuju Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 27,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4270);

Undang-Undang Nomeor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran
Negara Eepublik Indonésia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor, 5 Tabun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5459); @f
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10.

Undang-Undang MNomor 23 Tahun 2014 tentlang
Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhiv dengan Undang-Undang Nomor @
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-
Undang Nomot 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahen
Daerah {Lembaran Hegara Republik Indooesia Tahun
2015 Namor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 3079);

Peraturan Peinerintah Momor 97 Tahun 2000 tentang
Formasi Pegawai HNegerd 3Sipll (Lembaran HNegara
Republik [ndonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambaklan
Lembaran Negara Republik Indonesia Momer 4013),
sebagaimana teldh  diukah  dengan Perafuran
Pemerintah Momor 54 Tabun 2003 tentang Perubaban
Atas Peraturan Pemerintah MNomor 97 Tahun 2000
tentang Formasi Pegawrai Megerl Sipll [Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahup 2003 Nomer 122, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Homor 4332},

Feraturan Pemerintah Nomor @9 Tahun 2000 tentang
Kenaikan Pangkat Pegawai MNegeri Sipil (Lembaran
Hegara Republik Indonesia Tahun 2000 Nemor 196,
Tambahan Lembaran Negara KEepublik Indonesia Homor
4017), schagainana itelah diubab dengan Peraturan
Pemperintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan
Atas Peraturan Pemerintabh Nomor 99 Tahun 2000
tentang Kenaikan Pangkat FPegawal HNegeri Sipi
iLembaran MNegara Republik Indonesia Tabun 2002
Nomor 32, Tambahan Lembaran HNegaran Republik
[odonesia Nomor 4 193),

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tabun 2003 tentang
Wewenang Penganghkatarn, Prrnindaban, dan
Pemberhentian Pegawal Negerd Sipil (Lembaran Negara
Republik Infdonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambshan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263;

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 wentang
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
[ndonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Megara Republik Indonesia Nomor $135);

. Peraturan Pemerintah NMomor 46 Tabhun 2011 tentang

Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil
[Lembaran Negara Republik [ndonesia Tahun 2011
Nomor 121, Tambahan Leémbaran Negars Republik
Indonesia Nomor 5258);

Peraturan FPemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam .Jabatan
Struittural (Lembaran Negara Eepublik Indonesia Tabun
2000 Nomor' 197, Tambahan Lembaran Negara Repuldik
Indonesia Nomor 4018);

11. Peraturan PFeinerinlah Nomor 101 Tahun 2002 entang

Pendidikan dan Felatihan Jabatan Pegawal Negen Sipil
|[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20045
Homor 198, Tambahan Lembaran HNegara Republik

lodonesia Nomor 4014, &y



12. Peraturan Pemerintahh Homor 58 Tahun 2005 Tentang
Pengelolann Keuangan Daerah |Lembaran HNegara
Republik Indonesia Tahuo 2005 Momor 140, Tambaliats
Letbaran Negara Republik Indenesia Nomor 4578);

L3.Peraturan Presiden Momor 12 Tabun 1961 tentang
Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Bepublik
Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lemnbaran
Republik Indonesia Nomor 2278);

14. Peraturan Menter! Dalam Negeri Homor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman  Pengelolaan  Keusngan Daerah
sehagaimana telah diobah  beberapa kali  terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 21
Tahun 2011 tentanmg Perubahan Kedua Atas Peraturan
Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2006 tentang
Podoman Pengelolaan Keuangan Deerabh [Berita Megara,
Eepublik ndonesia Tabun 2011 Nomor 2 10);

15. Peraturcan Menteri Kesehatan Momor 53 Tabun 20132
Tentang Programs  Bantusn  Pendidikban  Dolkter
Spesialis/Dokter gl Spesialis,

16. Pecaturan Menteri Keschatan Nomor 54 Tahun 2013
tenlang Penyelenggaraan Tugas Belajar Sumber Daya
Manusia Kesehataiy:

17, Peraturan Menterd Pzrianian Nomor
10/ Permentan /T, 14043 /2015 tentang Pedoman Tugas
Belajar dan lzin Belajar Pegawat Negeri 2ipdl Lingkup
Pertaniam;

18. Peraturan Menieri Pendidikan Nomor 48 Tahun 2009
tentang Pedomar: Pemberian Tugas Belajar bagi FNS di
Lingkup Departetnen Pendidikan Magsiotal.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN RUPATI TEWNTANG PEDCHAAN PEMBERIAN

TUGAS BELAJARE DAN 1ZIN BELAJAR BAGI PEGAWA]

NEGERI SIPIL.
BaE 1
KETENTOAN UMLUM
Fasal 1

Dalam Peraturan Bupati ind yang dirmakesud dengan ¢

1.
2.

S

[raerah ardalabh Kabupaten Luwu Timur.

Femerintah Dasrah adaiah Bupad sebagali unsur penyelenggara
pemerintshan Daeralhh yang memimpin pelaksapaan aiusan
peroerinitahan yang menjadi kewenangan daerah otonodn.

Bupali adalah Bupati Luwu Timur.
Pejabat Pemmbina Kepegawaion Diaerah adalah Bupati Luwvn Timur,
Sekretaris Daerah adalah Sekretans Dacrah Kabupaten Luvwa Timur.

Badan Kepegawalan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang
selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Mannsia Kabupaten Luwu Titur.
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18.

20.

21.

22.

« Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

vang selanjutnya disebut Kepala BEKPSDM adalah Kepala Kepegawaian
dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Luwu Timur,

Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD
adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah
Daerah Kabupaten Luwu Timur.

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai
Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.

Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah
Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Luwu Timur.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat
APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara vang
ditetapkan dengan Undang-Undang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan

dengan perda.

Pangkat adalah kedudukan yvang menunjukkan tingkat seseorang PNS
berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan pegawali dan
digunakan sebagai dasar penggajian.

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian yang memenuhi syarat untuk melanjutkan Pendidikan
Formal ke jenjang yvang lebih tinggi atau setara dalam jangka waktu
tertentu.

Pegawai Negeri Sipil Tugas Belajar, vang selanjutnya disebut PNS
tugas belajar adalah PNS dengan status mendapat persetujuan Tugas
Belajar dari Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Luwu
Timur.

Pendidikan adalah proses belajar mengajar untuk melanjutkan
pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau setara dalam rangka
penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya, serta
mempersinpkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
keahlian terteniu.

Pendidikan akademik adalah pendidikan tinggi wvang diarahkan
terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.

Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi vang mempersiapkan
peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan
tertentu.

Pendidikan profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana
vang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan
persyaratan keahlian khusus,

Biaya Tugas Belajar adalah biaya dengan tunjangan Pendidikan yvang
dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Luwu Timur berdasarkan
Alokasi Anggaran yang tersedia pada Tahun Anggaran berjalan.

Perguruan Tinggi adalah Universitas Negerd, Institut Negeri, Sckolah
Timggl Negeri, Akademi Negen atau sederajat dengan itu yang dikelola
oleh Pemerintah, dan Perguruan Tinggl Swasta yvang terakreditasi cleh
Badan Akreditasi Nasional serta Perguruan Tinggi Luar Negeri yang
diakui oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Pihak Ketiga adalah lembaga atau instansi pemerintah atau swasta
dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum yang
mendanai Tugas Belajar.
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23, -Wajib Kerja adalah kewajiban seorang PNS untuk tetap bekerja di

4%,

25.

46,

27.

28,

29.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
setelah selesai mengikuti Tugas Belajar.

lzin Belajar adalah izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina
Kepegawaian Daerah kepada PNS untuk mengikuti pendidikan formal
ke jenjang vang lebih tinggi atau setara diluar jam dinas dan tidak
mengganggu tugas kedinasan dengan biaya sendiri.

Evaluasi Pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan dan
penetapan mutu pendidikan terhadap berbagai kompenen pendidikan
pada setiap jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagai bentuk
pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.

Surat Tanda Tamat Belajar yang selanjutnya disingkat STTB adalah
surat pernyataan resmi dan sah yang berlaku secara nasional yang

argaan dan menvatakan bahwa seorang peserta didik telah
lulus ufian sekolah dan lulus ujian nasional.

Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah suatu
daftar yang memuat Hasil Penilaian Prestasi kerja PNS yang bertujuan
untuk menjamin objektivitas pembinaan PNS yang dilakukan
berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier.

Pernyataan Kepala SKPD adalah surat tertulis yang diberikan oleh
Kepala SKPD yang berisi tentang penguatan / pembenaran evaluasi
kinerja PNS dan hal terkait keberlangsungan tupoksi PNS sebagai
bahan pertimbangan atas pemohonan Tugas Belajar dan [zin Belajar.

Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi yang selanjutnya
disingkat TPTGR adalah suatu tuntutan terhadap bendahara,
penguriis/penyimpan barang, pegawai bukan bendahara, atau
penguriis/penyimpan barang, atau pihak ketiga yang telah melakukan
perbuatan vang mengakibatkan kerugian daerah.

BAB 11
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

(1) Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk menjadi pedoman dalam

Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar bagi PNS di Lingkup
Pemerintah Daerah.

(2) Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk menyiapkan sumber daya

aparatur vang memiliki pengetahuan dan kemampuan intelekiual
vang diperlukan untuk peningkatan kinerja Pemerintah Daerah.

BAB IlI
KATEGORI DAN JENIS PENDIDIKAN

Pasal 3
Kategori Tugas Belajar dan Izin Belajar sebagai berikut :
a. Tugas Belajar biaya Pemerintah Daerah;
b. Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga; dan
¢. lzin Belajar. (l,;



- Pasal 4
(1) Tugas Belajar biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 huruf a, menerima biaya Tugas Belajar yang dibebankan pada
APBD.

(2) Tugas Belajar biayva Pihak Ketiga scbagaimana dimaksud dalam Pasal
3 huruf b, menerima biaya dari :
a. pemerintah pusat;
b. pemerintah provinsi; dan/ atau

¢. bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta
dalam negeri dan/atau luar negeri yang berbadan hukum.

(3) Izin Belajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, dibiayai
sendiriloleh vang bersangkutan dan/ atau dibiavai Pihak Ketiga.

Pasal 5
(1) Jenis pendidikan untuk Program Tugas Belajar dan lzin belajar
meliputi:
a. Pendidikan Akademik;

b. Profesi; dan
c. Vokasi.

(2] Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri
dari:
a. program Sarjana [(S1);
b. program Magister (S2]; dan
c. program Doktor (33).

(3} Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,
program spesialis.

(4) Jenis Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, terdiri
dari;
a. program Diploma Il (D [I); dan
b. program Diploma IV (D IV].

BAB IV
TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Umum
Pasal 6

(1) Tugas Belgjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan kepada
PNS sesuai dengan latar belakang pendidikan, kompetensi dan
kebutuhan organisasi.

(2) Pemberian Tugas Belajar merupakan kewenangan Pejabat Pembina
Kepegawaian.

(3) Tugas Belajar vang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud
pada avat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan
khusus. (3



Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 7

{1} Persyaratan umum schegaimana dinaksud dalam Pasal & ayat 13}
rnelipiati
a. berstatus PNS dan selurang-kurangnya memiliki masa kerja 1

i2)

b

nl.

Izaty} tahun semwnjak diangkat sebagal PNS, bukan berstatus
CPNS;

setiap unsur penitalan dalam Sasaran Kerja Pegawal [SKP dan
perilalin PNS yang tercantuim dalam deaftar penilaian prestasi keta
pegawai dalam 1 (satu] tahun terakhir paling kurang bernilad bail:;

. mendapatkan persetujuan,rekomendasi dari Kepala SKPD dengan

pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesual dengan
pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tigas pokok dan
funpsi, sssuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atan mendultung
vigsi misi Pemerintah Daerah;

uluz seleksi vang dilakylen oleh perguruan tinggl yang dituju atau
institusi yang menyediakan biaya pendidikan:

menandatangani Sural Pernyataan Tugas Belajar dengan format
sebageimana tercantum dalam Lampiran furef d yang merupakan
bagian tidak terpisabkan dari Peraturan Bupatl ind;

sehat jasmani Jan cohani dibuktikan dengan keterangan dokter,
tidak dalam pemerilesaan aparat pengawasan fungsional vang
dibultikan dengan surat keterangan Instansi yang berwenang;

. digetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berleeluarga,

tidak sedang :

1. dicalonkan atay mengikgli pendidikan atau pelatiban lan yang

dilaksanakan dalam waktu bersamaan;

dalam proses dan fatau menjalani hukumsan disiplin dongkat

sedang ataly berat;

dalam proses danfatau hukuman karena melakukosn tindak

pidana;

. Inenjalani pemberhentian sementara sebagai PN3;

menjalani cuti diluar tanggungan negars;

melaksanakan tugas secara penuh di instansi indukmya; dan

. melaksanakan pendidikan dan pelatihan penienjangan.

tidak pernah -

1. sebalumoya mengiknt program bantuan blaya Tugas Belajar;

2. gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang disebablkan oleh
kelalaian yang bersanghkutan: dan

3. dibatalkan mengikuti tagas belajar sebelumnys dikerenekan
kesalahan yang berzangkutan,

menandatangani  perfanjian  Tugas Belgjar dengan formail

sebagalmans tercantum dalam lespiras: feryf F yang merupakan

bagian tidak terpisahken dari Peraturan Bupati ini;

bersadia menanggung blaya periculiabhan sampal selesai apabila

telan melampaui batas waldtu yang tetah ditentulan dan/fatan

bantuan biaya tidak dianggarkan didalaun APED; dan

tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencanturman gelar

kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

Ll

S b

Pergyaratan khusus sehagaimana dimalsud dalam Pasal 6 ayat (3)
helipuati :
a. Program Diploma O meliputi :

1. panigkat / golongan tuang minimal Peogatur Mueda /lla;
2 memilitkd ljazah paling rendah Sekolah Lanjutan  Tingkat
Atas/sedergjat dengan nflai rata-rata 3TTB paling sedikit 7,0

7
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. (tujuh koma nol} atau Diploma | dan Diploma 11 dengan Indeks
Prestasi Kumulatif (IPK) sekurang-kurangnya 2,70 [dua koma
tujuh puluhj;dan

3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
perkuliahan dimulai.

b. Program Diploma IV atau Sarjana (1) meliputi

1. pangkat / golongan ruang minimal Pengatur Muda/ Ila;

2 memiliki ijazah paling rendah Sckolah Lanjutan Tingkat
Atas/sederajat dengan nilai rata-rata STTB paling sedikit 7.0
{tujuh koma nol} atau Diploma 1, Diploma II dan Diploma Il
dengan Indeks Prestasi Kumulatil (IPK] sekurang-kurangnya
2 70 (dua koma tujuh puluh); dan

3. berusia paling tinggi 25 (dua puluh lima) tahun pada saat
perkulishan dimulai.

c. Program Magister (32) atau Program Spesialis meliputi :

1. pangkat /golongan ruang minimal Penata Muda Tk.1/ 111b;

2. memiliki ljazah paling rendah Diploma IV atau Strata | dengan
Indeks Prestasi Kumulaif (IPK) sekurang-kurangnya 3,00 (tiga
koma nol nol);

3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat
perkuliahan dimulai; dan

4, memiliki kemampuan berbahasa Inggris vang dibuktikan dengan
nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan score
paling rendah 450 (empat ratus lima puluh} atau yang
disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.

d. Program Doktor (53) meliputi :

1. pangkat /golongan ruang minimal Penata/ lllc;

2. memiliki Jjazah paling rendah Magister (S2] dengan Indeks
Prestasi Kumulaitf (IPK] sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol
nolj;

3. berusia paling tinggi 40 {tiga puluh tujub] tahun pada saal
perkuliahan dimulai; dan

4. memiliki kemampuan berbahasa Inggris yang dibuktikan dengan
nilai Test of English as a Foreign Language (TOEFL) dengan score
paling rendah 450 {(empat ratus lima puluh) atau yang
disamakan untuk Tugas Belajar di luar negeri.

Pasal 8

PNS Calon Tugas Belajar sebelum mengikuti seleksi pada program
Pendidikan yang akan diilkuti harus mendapat rekomendasi untuk
mengikuti seleksi dari Pejabat Pembina Kepegawaian dengan format
sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf e yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

(1) Pejabat struktural yang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari
jabatannya dan wajib menandatangani surat pernyataan bersedia
diberhentikan dari jabatan struktural dan diketahui oleh Kepala SKPD
vang bersangkutan dengan format sebagaimana tercantum dalam
Lampiran huruf g vang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini; ﬂ‘
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(2} Pejabat Fungsional vang mengikuti Tugas Belajar dibebaskan dari
jabatan fungsionalnya dan wajib menandatangani surat permyataan
hersedia dibebaskan dari jabatan fungsional yvang diketahui oleh
Kepala SKPD yang bersangkutan dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf g yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Hak Tugas Belajar
Pasal 10

(1) PNS Tugas Belajar berhak menerima gaji, kenaikan gaji berkala, serta
hak kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(2) PNS Tugas Belajar berhak menerima pembiayaan penyelenggaraan
pendidikan dan biava penunjang pendidikan antara lain |
a. biaya pembayaran pendidikan;
b. biayva pembelian buku referensi;
c. biava tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya

tulis/ skripsi/tesis/desertasi dan biaya wisuda; dan

d. tunjangan biaya hidup.

(3] Selain Biaya Tugas Belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat
di berikan biaya lainnya jika pagu anggaran tersedia dan mencukupi.

(4] Besaran biaya dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan
daerah dan standar harga vang berlaku di lingkungan Pemerintah
Daerah.

Bagian Keempat
Kewajiban Tugas Belajar
Pasal 11

(1) PNS Thgas Belajar wajib mengikuti pembelajaran dengan sungguh-
sunggih dan penuh tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku.

[2) Tidak pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan tertulis dari
BEPSDM Dacrah.

(3} Tidak bekerja pada pihak manapun, selama melaksanakan Tugas
Belajar.

(4) Menyampaikan laporan perkembangan Tugas Belajar secara tertulls
sebagai evaluasi pendidikan tentang kemajuan belajar setiap akhir
semester kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM berupa nilai
akademilk tiap semester, proses pelaksanaan pendidikan dan proses
penyelesaian pendidikan, dengan format sebagaimana tercantum
dalam Lampiran huruf h yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Menyampaikan laporan telah selesai mengikuti pendidikan kepada
Bupati melalui Kepala BKPSDM dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran huruf § yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, paling lama 1 (satu) bulan
setelah berakhirnya Tugas Belajar.

(6) Menyerahkan salinan ljazah, transkip nilai yang telah dilegalisir oleh
pejabat yvang berwenang.dan laporan hasil penelitian dalam bentuk
skripsi/tesis/disertasi kepada Bupati melalui Kepala BKPSDM. (W



. Pasal 12

(1) PNS Tugas Belajar, melaksanakan Wajib Kerja di Lingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Timur sejak berakhirnya masa
Tugas Belajar, dengan menandatangani Surat Pernyataan Wajib Kerja
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf j yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati inf;

(2) Wajib Kerja scbagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PNS
Tugas Belajar yang berhasil atau gagal dalam menyelesaikan Tugas
Belajar.

(3) PNS Pemerintah Daerah yang sedang melaksanakan Wajib Kerja
schagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat mengambil cuti di
luar tanggungan Negara.

(4) Jangksa waktu Wajib Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu
2 (dua) kali masa Tugas Belajar vang telah dilaksanakan, terhitung
scjak PNS Tugas Belajar mulai aktif bekerja kembali,

BAB V
IZIN BELAJAR
Bagian Kesatu
Umurm
Pasal 13
{1) Izin Belajar diajukan sebelum PNS menempuh pendidikan,

(2) PNS vang mendapat Izin Belajar wajib menjalani program pendidikan
paling lambat 1 [satu) tahun sejak Keputusan Bupati ditetapkan,

{3) Izin Belajar yang diberikan kepada PNS sebagaimana dimaksud pada
avat (1), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan
khusus.

Bagian Kedua
Persyaratan
Pasal 14

{1) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3)
sebagai berikut :

4. berstatus PNS dan sekurang-kurangnya memiliki masa kerja 1
[satu) tahun semenjak diangkat sebagai PNS, bukan berstatus
CPNS;

b. setap unsur penilaian dalam SKFP dan perilaku PNS yang tercantum
dalam daftar penilaian prestasi kerja pegawai dalam 1 (satu) tahun
terakhir paling kurang bernilai baik;

c. mendapatkan persetujuan/rekomendasi dari Kepala SKPD dengan
pertimbangan pendidikan yang ditempuh harus sesuai dengan
pendidikan sebelumnya, mendukung pelaksanaan tugas pokok dan
fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi, dan/atau mendukung
visi misi Pemerintah Daerah;

d. sehat jasmani dan rohani dibuktikan dengan surat keterangan
dokter;

e. tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang
dibuktikan dengan surat keterangan instansi yang berwenang; (%
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« f. dalam menjalankan pendidikan tidak meninggalkan tugas
kedinasan dan dilaksanakan diluar jam kerja yang berlaku;

g. disetujui oleh istri/suami bagi PNS yang sudah berkeluarga;
h. biaya pendidikan ditanggung oleh PNS yang bersangkutan;

i. program studi yang akan diikuti telah mendapatkan
persetujuan/akreditasi paling rendah B dari lembaga yang
berwenang,

i. tidak sedang
(1) dalam proses dan /atau menjalani hukuman disiplin tingkat
sedang atau berat;
(2) tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman
karena melakukan tindak pidana; dan
(3) tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai FNS,
g. bersedia :
l.untuk tidak mengajukan permohonan pindah dari Kabupaten
Luwu Timur sckurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun terhitung
sejak menyelesaikan pendidikan; dan
2. tidak menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar ke
dalarn pangkat apabila formasi belum memungkinkan.

. (2) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 13
schagal berikut:
a. Program Diploma II1 (DI} dari ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
meliputi :
1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/ ILa;
2. memiliki jjazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan
nilal rata-rata STTB sekurang-kurangnya 6,50 (enam koma lima

puluhj; dan
3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh] tahun pada saat
perkuliahan dimulai.
b. Program Sarjana (S1) dari ijazah Sekolah Lanjutan Tinghkat Atas
meliputi :

1. pangkat/golongan minimal Pengatur Muda/ 1L.a;
2. memiliki ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas/ sederajat dengan
nilai rata-rata STTB sekurang-kurangnyva 6,50 (enam koma lima
. puluh); dan
3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat
perkulizhan dimulai.
. Program Sarjana (S1) dari ijazah Diploma Il (D1} melipufi :
1. pangkat,/golongan minimal Pengatur/ ILc;
2. memiliki ijazah Diploma III dengan nilai rata-rata IPK sekurang-
kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
3. berusia paling tinggi 37 (tiga puluh tujuh) tahun pada saat
perkuliahan dimulai.
d. Program Magister (S2) atau Program Spesialis meliputi :
1. pangkat /golongan minimal Penata Muda Tk.1/ IlLb;
2. memiliki ijazah Strata 1 (satu] dengan nilai rata-rata IPK
sekurang-kurangnya 2,75 (dua koma tujuh puluh lima); dan
3.berusia paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat
perkuliahan dimulai.
e. Program Doktor (53] meliputi:
1. pg.ngl-::at.."gnlungan minimal Penata/ 1ll.c;
2. memiliki ijazah Strata 2 |dua) dengan nilai rata-rata [PK
sekurang-kurangnya 3,00 (tiga koma nol nol); dan
3.berusia paling tinggi 47 (empat puluh tujuh} tahun pada saat
perkuliahan dimulai.
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Bagian Ketiga
Kewajiban lzin Belajar
Pasal 15

(1) PNS yang sementara menempuh pendidikan l[zin Belajar wajib

(2}

(1)

(1)

menvampaikan laporan kemajuan pendidikan kepada Bupati
melalui Kepala BKPSDM paling kurang 1 (satu) kali setiap tahun
vang diketahui/dibenarkan oleh pimpinan lembaga pendidikan
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran hurif h
vang merupakan bagian tidak terpisahlkan dari Peraturan Bupati
ini.

PNS |vang telah selesai mengikuti pendidikan Izin Belajar wajib
membuat laporan hasil pelaksanaan lzin Belajar kepada Bupati
melalui Kepala BKPSDM dengan melampirkan fotokopi ijazah,
transkip nilai yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan
laporan hasil peneliian dalam bentuk skripsi/tesis/disertasi
dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf { yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
PROSEDUR PENGURUSAN
Pasal 16
Pemberian Tugas Belajar dan lzin Belajar melalui prosedur :

a. PNS mengajukan permohonan penerbitan Tugas Belajar dan lzin
Belajar kepada Kepala SKPD dengan format sebagaimana
tercantum dalam lampiran huref a yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

b. Kepala SKPD mengajukan usulan dan/atau rekomendasi
penerbitan Tugas Belajar dan lzin Belajar kepada Bupati melalui
Kepala BKPSDM dengan format scbagaimana fercantum dalam
lampiran huruf ¢ yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini;

¢. PNS yang mengajukan permohonan Tugas Belajar dan [zin Belajar

melampirkan persvaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7
avat (1) dan (2] dan Pasal 14 ayat (1) dan (2);

d. BRPSDM memeriksa, menecliti persyaratan dan kelengkapan
berkas administrasi; dan

c. BKPSDM menvampaikan berkas usulan vang memenuhi syarat
kepada Bupati.

BAB V11
JANGKA WAKTU PENDIDIKAN
Pasal 17

Tugas Belajar diberikan untuk jangka waktu paling lama :

a. program Diploma 111 paling lama 3 (tiga) tahun atau © (enam)
semester;

b. program Diploma IV atau Strata 1 (S81) paling lama 4 (empat)
tahun atau 8 ([delapan) semester;

c. program Magister (S2) paling lama 2 (dual tahun atau 4 (empat)
semester; dan (i
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(2)

{3}

(1]

1)

(3]

d. program Doktor ($3) paling lama 3 (tiga) tahun atau 6 (enam)
semester.

Batas walktu penyelesaian Tugas Belajar dokter spesialis ditetapkan

lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Batas waktu penyelesaian program Tugas Belajar biaya Pihak Ketiga
sesuai  dengan yang ditetapkan oleh Pihak Ketiga atau
Instansi/Lembaga vang memberikan bantuan Tugas Belajar.

Pasal 18

PNS Tugas Belajar vang tidak dapat menyelesaikan Tugas Belajar
selama jangka waktu vang ditentukan dalam Pasal 17 dapat
diperpanjang paling lama 1 (satu)} tahun atau 2 (dua) semester
sesupi kebutuhan Instansi dan/atau persetujuan Pihak Ketiga;

Bagi yang belum dapat menyelesaikan Tugas Belajar setelah
diberikan perpanjangan waktu 1 (satu] tahun scbagaimana
dimaksud pada ayat 1, dapat diberikan perpanjangan kembali
paling lama 1 (satu] tahun dengan perubahan status menjadi lzin
Belajar.

PNS dalam melaksanakan lzin Belajar sebagaimana dimaksud pada
ayat 2 dapat meninggalkan tugasnya sehagaimana berlaku bagi PNS
Tugas Belajar,

Pasal 19

Tugas Belajar diberikan untuk 1 (satu) program pendidikan kecuali
untuk jenis pendidikan yvang langka dan sangat dibutuhkan organisasi.

(1]

(<)

3]

(4

15]

BAB VIII
=SANKSI

Pasal 20
PNS Tugas Belajar vang tidak melaksanakan kewajiban, melebihi
perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan
Jatayl berhenti mengikuti pendidikan Tugas Belajar sebelum
menyelesaikan jenjang pendidikannya dapat:
a. diberhentikan sebagai PNS Tugas Belajar;
b. dikenai hukuman disiplin pegawai secsuai dengan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku; dan
c, wajib membayar ganti rugi paling banyak 2 (dua) kali lipat atas
keseluruhan biaya yang dikeluarkan.

PNS Tugas Belajar yang tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan
sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab dikenakan sanksi
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan berdasarkan evaluasi
dari BKPSDM selaku Instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan/
atau Lembaga atau Instansi penyelenggara Tugas Belajar.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan
dokumen dari instansi pemberi biaya Tugas Belajar dan/atau
Lembaga atau Instansi Penyelenggara Tugas Belajar,

PNS Tugas Belajar vang diberhentikan dari Tugas Belajar dan/ atau
vang berhenti atas kemauan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari
BKPSDM sebelum masa Tugas Belajar berakhir dikenakan Wajib
Kerja di Lingkup Pemerintah Daerah dan membayar ganti rugi.

Besaran ganti rugl sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah
paling banyak 3 (tgal kali biaya Tugas Bclajar yang telah
dibayarkan kepada yvang bersangkutan, ﬁ
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+  h. pendidikan /program studi yang diikuti harus diselenggarakan
oleh perguruan tinggi negeri dan /atau ijazah yang diperoleh dari
perguruan tinggi swasta yvang telah terakreditasi B dan /atau
telah mendapat izin penyvelenggaraan dari menteri yang
bertanggung jawab di bidang pendidikan nasional atau jabatan
lain yang  berdasarkan peraturan perundang-undangan
berwenang menyelenggarakan pendidikan; dan

i. dalam melanjutkan kegiatan perkuliahan tidak meninggalkan
kedinasan dan fatau tugas pekerjaan sehari-hari sebagai PNS.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor
23 Tahun 2012 tentang Pemberian Tugas Belajar dan Izin Belajar Bagi
Pegawai Negen Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Luwu Timur
(Berita Daerah Kabupaten Luwu Luwu Tahun 2012 Nomor 23), dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.

. Pasal 26
Peraturan Bupat ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini den penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Luwu Timur. (ﬁgﬂn

Ditetapkan di Malili
pada tanggal 30 Deseaber 2016
BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

. Diundangkan di Malili
pada tanggal 30 Desember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR,
L T e

G . T

BAHRI SULI

L

BERITA DAERAH KABUPATEN LUWU TIMUR TAHUN 2016 NOMOR : &0

STEMFPEL FARAF KOORDINASIT
BEEKPFSDM HAB. LUWU TIMUR

TELAH DIFERIKSA

SEEDA

PARAF
M.
ASISTEN Y_
e
¥

KEPALA BEPSDM
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6] Apehila PNS telah menyclesaikan Tugas Belajar dan tidak bekerja
kemball di Lingkup Pemerintah Dasrah sebagaimana dimakesd
dadam Pasal 12 dikenad sanksi sssuz Peraturan Bupati i dan
diwajiblan membayar ganti rugi paling banyalc 3 ftiga) kali Lipat dari
zaluruh biaya Tugas Belajar.

i7| Besaran dan jangka wakiu pembayaran gand rugi sebagalmana
dimaksud pada avat (2), ayat (3) dan ayat |6 ditentukan cleh
TPTGE,

153] Dalam hal pembayaran gant rug sebagaimana dimaksad pada ayac
(2}, awyat [5 dan ayat (6] PNE Tugas Belajar yang belum
menyelesaikan sampal jengka walktu vang ditentukan, maka
kekurangan pembayaran gantl rugi akan dikenaksn tambahan
hunga sehesar 6% {enam persen),

(™ Apabila PN3 Tugas Belajar tidak sanggup mengembalikKatn baniuan
biaya pendidikan sebagaimana dimalksud pada ayat (2], ayak (5} dan
ayat (&) secara tupnal maka pimpmmen SEFPD terkait berwenang
meiakukan pemotengan gaji sebanyak 50% (lima puluh persen| tiap
bulannya deri gali bersih setelah mendapatkan perseiujuan dan
inapekioral,

10} Pematongan gaji sebagaimana dimaksnd pada ayvat (9 dibuat dalam
permiyataan  kesedian  jang  diceantumkan dalam  perjanjian
sehagalmana dimaksud dalaun Pasal 7 ayat (1] huraf K.

Fasal 21
(1] Apabila FN3 Jzin Belajar tidak melaksanakan kKewaliban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 maka Bupati dapat
mencabul Izin Belajar yang bersangkutan.
{1] Pemberian sanksi sebagaimana dimaksad pada agac (1) setelah
diberi teguran sebanyak 3 (tiga) kali dan [ atan dfberikan hukuman
diziplin sesuad Ketentuan peraturan perundang-undangan,

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22
Estentuan mengenal Tugas Belgjar biaya Pihal: Ketiga diberlakulkan
sema seperti ketentuan Tugas Belajar bisya Pemerintash Daerah, kecuali
dalam hal pembiayaan pendidikan, [ndeks Prestasi Kumualatil dan batas
usia menyesualkan dengan ketentuan Pergurvan Tinggi yang dituju
dan /atau Lemabaga [nstansi yang memberikan banivan Tugas Belajar.

Faxal 23
Surat Tugas Belajar dan lzin Belajar vang telah  dikeluarkar/
diterbitlzan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap

berlaku sampai dengan pelaksanaan Tugas Belajar atau [zin Belgjar
selegai. (3
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(1)

(2)

Fasal 29

Bagi vang telah memiliki ijazah setingkat lebih tinggi sebelum
diangkat sebagai CPNS dalam proses penyesuaian ijazah kenaikan
pangkat dan pencantuman gelar dapat diberikan Surat Keterangan
telah memiliki ijazah dengan ketentuan :

a.
b.

.

diusulkan oleh Kepala SKPD vang bersangkutan;
berstatus PNS dan bukan berstatus CPNS;

surat keterangan dari perguruan tinggi yang menyatakan bahwa
yvang bersangkutan telah memiliki ijjazah dan menamatkan
kagiatan perkuliahan dengan data yang lengkap berupa transkrip
nilai;

d. sekurang-kurangnya | (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
e. pangkat/golongan minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7

T m

avat (2) dan Pasal 14 ayat (2);

kinerja baik yang dibukiikan dengan nilai SKP dalam 1 (satu)
tahun terakhir;

tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

.tdak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yvang

dibuktikan dengan Surat Keterangan Instansi vang berwenang;

. ijazah vang dimiliki harus ada keterkaitannya dengan latar

belakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok PNS yang
bersangkutan; dan

. jazah yang diperoleh darli perguruan tinggi negeri dan /atau

ijjazah yang diperoleh dari perguruan tinggl swasta yang lelah
terakreditasi B dan/atau telah mendapat izin penyelenggaraan
dari Menteri yang bertanggung jawab dibidang pendidikan
nasional aAtau jabatan lain yang berdasarkan peraturan-
perundang-undangan berwenang menyelenggarakan pendidilean.

Bagi vang sedang menjalani perkulishan di Perguruan Tinggi pada
saat| diangkat sebagai CPNS dapat diberikan Surat Keterangan
sedang melanjutkan perkuliahan dengan ketentuan:

.
b.

dinsulkan oleh Kepala SKPD yang bersanghkutan;

melampirkan data lengkap dalam Surat Keterangan dari
perguruan tinggi vang menyatakan bahwa yang bersangkutan
sefdang melaksanakan kegiatan perkulishan pada saat yang
bersangkutan diangkat sebagai CPNS;

. pangkat dan golongan minimal untuk penyesuaian ijazah ke

dalam pangkat disesuaikan dengan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2] Peraturan Bupati ini.

. kinerja baik vang dibuktikan dengan nilai SKP dalam | (satu)

tahun terakhir;

. tidak sedang dalam proses dan/atau menjalani hukuman disiplin;

tidak dalam pemeriksaan aparat pengawasan fungsional yang
dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Satuan Kerja
Perangkat Daerah vang bersangkutan;

. pendidikan /program studi vang diikuti harus ada keterkaitannyva

dengan latarbelakang pendidikan sebelumnya atau tugas pokok
PNS yang bersangkutan; (%
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LAMPIRAN

PERATURAN BUFPAT] LUWLU TIMUR

HOMOR TAHUN 2016

TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN 1ZIN BELAJAER BAGL
PEGAWAI NEQERE ZIPIL

a. CONTOH FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR / 121N BELAJAR
FORMAT PERMOHONAN TUGAS BELAJAR/ 1ZIN BELAJAR

Nooor C Kepadsa
Sifal t ¥ih. PBupati Luwu Timur
Lavypiran : Cq. Kepala BEPSDM
Enb. Luwa Timuar
&i-
Tompet

Yang bertandsa tangan dibeswaly i u'u

Mama

MIF

Tempat dan Tanggal Latm:

Pangkat/ Gol Puang

Jabatan

Unit Karja

Jurusan Yang diminat

Alamat Fumah :

Alamat Kantor 1

Ho. HP i

Dmgmuummgi;ukm permohonan kepada Bapalk/ Ibu, ]m‘nnyadﬂpﬁt
whnk melanjutlcan Pendidikan............

Univemitaﬂ ........ ~rusany. ... (seausi latar belakang pendidikan nebeh.tmnya

dan acsual dengan tugan polkok sayal. Besar hwrapan saya untuk dapat

2. Fotocopy legalisir surat keputusan kenailcan pangk:nt tereddun{*)**):
. Fotooopy lagaligir ijeemb  yvang telabh tercantom didelam keputossn
kenaikan pangkat terakhir dengan melampirkan tranakrip nilad (“H*);
4. Fetocopy legalinkr SKP dalam 1 {saia) Tahun eeralkdhir (41{);
5. Fotocopy tanggel pendafiaran untuk semester 1 dari Pergurusn Tingg
yang ditajud®); .
€. Surat Perjunjinn demgan Bupat Luwa Timur setelah dinyatskan hulua tes,
yatig menusngkan kbeantuan stbagalrmana formeat yang teroantum delam
banygriran. el R')
7. Sural ketcrangam :
a- achat jaamant dan rehani dibuldiken dengan keterangan doleter{*){*}:
b tdak dalam pemeriksasn aparat pongewaaan  fungsional yang
dibuktiken dengan surat keterangan natansl yang berwenang{*1(™);
¢, disetajui ofeh iwrifsuami bagi PHE yang (2ish berkeluscpnf*)|**);
d. tidak sedang dicalonkan ataw mengikuti pendidikan atan polatiban
leam yomg dilaksanakan dalam wakiu bersamaani(™);
e, tdak sedang dalagn prosea dan Satau menjaleni holoseeo disiplin
angkat sedang atau berat*p™);



|
E-
h.
¥

h

tidak sedang dalam proses dan/fatau hukumen karena melakukan
tindak pidana(*)(**); _ :

tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara sebagai PNS("}){"");
tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan Negara(*); _
tidak sedang melaksanakan ftugas secara penuh di instansi
induknya(*)(**); dan _

tidak sedang  melaksanakan  pendidikan dan  pelatihan
penjenjangan(®).

8. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa :

Aa.

b.

tidak pernah Sebelumnya mengikuti program bantuan biaya tugas
belajar{*};

tidak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yang
disebabkan oleh kelalaian sendiri(*);

tidak pernah dibatalkan mengikuti tugas belajar sebelumnya
dikarenakan kesalahan sendiri(*); ;

bersedia dibebaskan dalam jabatan struktural/ fungsional{*);

tidak akan menuntut penyesuaian ijazah atau pencantuman gelar
kedalam pangkat apabila formasi belum memungkinkan(*)(**};
bersedia menanggung biaya perkuliahan sampai selesal apabila telah
melampaui batas wakiu yang telah ditentukan untuk menyelesaikan
pendidikan dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam
APBD(");

tidak mengajukan pindah tugas dari Kabupaten Luwu Timur
sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) Tahun terhitung sejak
menyelesailan izin belajar(**);

bersedia menanggung biaya perlkuliahan sampai tamat{**);

tidak meninggalkan kedinasan dan /atau pekerjaan sehari-hari(**);
pendidikan vang ditempuh sesuai dengan pendidikan sebelumnya,
mendukung p:lnk:mmm tugas pokok dan fungm sesual dengan
kebutuhan organisasi, danfatau mendulung visi misi Pemerintah
Daerah(*{(**); dan

program studi yang akan diikuti telash mendapatkan persetujuan/
akreditasi paling rendah B dan lembaga yang berwenang(**).

Demikian permohonan ini diperhadapkan, atas perkenan Bapak/ Tbu

kami ucapkan terimakasih.

Malili,............

Mengetahui yang b-nn:nuhnn

Kepala SKPD Pemohon

NIP.

Ket :

NIP

(*) Untuk Tugss Belgjar
**Untuk Izin Belajar



¥

b. CONTOH FORMAT PERNYATAAN KEPALA SKPD

PERNYATAAN KEPALA SKPD
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama : . s
NIP. E e R A e
Pangkat/ GolongAn  : ..cicccimmmsimnimmssissssianas
Jabatan ses .
Unit Kerja o

Nama

NIP. T T mm—" —

Pangkat/ Golongan B Wi e A AR

Jabatan R P S - e P L

Unit Kerja Gk AN SO A At .

Adalah benar : _
a. tidak sedang dicalonkan atau mengikuti pendidikan atau pelatihan lain

&

2 B

vang dilaksanakan dalam waktu bersamaan(*);

tidak sedang dalam proses dan/atau hukuman karena melakukan
tindak pidana(*)(**); _ 1

tidak sedang menjalani Pemberhentian Sementara scbagai PNS(*)(**);

. tidak sedang menjalani cuti diluar tanggungan negara/(*);

tidak sedang melaksanakan tugas secara penuh di Muamxj inlduknya{'};
tidak sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan penjenjangan(™];

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya
dan bersedia mempertanggungiawabkan dikemudian hari apabila
pernyataan saya ini tidak benar. (¥

Kepala SKPD,

lllllllllllllllllllllllll

Ket :
(*} Untuk Tugas Belajar
(**)Untuk Izin Belajar

9



c. CONTOH FORMAT REKOMENDASI KEPALA SKPD

REKOMENDASI KEPALA SKPD
KOP SKPD
Nomor : Kepada
Sifat : Yth. Bupati Luwu Timur
Lamp - Cqg. Kepala BKPSDM
Hal + Rekomendasi Usulan Pemberian  di-
Tugas Belajar/ lzin Belajar Tempat
Menunjuk surat Saudara...NIP....Nomor.........Tanggal...........

Perihal Permohonan Pengajuan Tugas Belajar/ *Izin Belajar, bersama
ini disampaikan bahwa Pegﬂwm Negeri Sipil dimaksud :

Nama

NP

Tempat dan Tanggal Lahir

Pangkat,/ Gol Ruang

Jabatan :

Unit Kerja :

Telah mengajukan F‘emmhnnan Tugas Belajar/*lzin Belajar pada :
Nama Universitas :

Fakultas

Jenjang Pendidikan

Alamat

Tahun Ajaran/ Akademik

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon kiranya dapat
dibcril{ran Tugas Belajar/ lzin Belajar kepada yang bersanghkutan.

Atas perhatian dan dukungan Bapak/ Ibu, diucapkan terima
kasih. (%

Kepala SKPD
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d. CONTOH FORMAT PERNYATAAN TUGAS BELAJAR

SURAT PEENYATAAN TUGAS BELAJAR
!

Yang h:rtan:ﬂ:l tangan di bavwah i ¢

Nama SR - e,
Tempat,/Tgl. Lahir S
NIP. 3 remirese
Unit Kerja P s
Alamat i desleaae

Sehubungan dengan keikuisertaan saya dalam pmgram Tugas belajar Dalam /Luar
*] Negeri dengan biayva Tugas Belajar dard ........oo0c00000. berdasarkan Suralt
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomor .....cceeocees TAREEA]L i
untuk mengikut pendidikan Diploma 4 / Strata 1 J/ Strata 2 / dokter Spesialis /
Strata 3 ,r Fost Doctoral [/ Program Kementerian®] terhitung mulal tanggal

S .
Di Negara / Kota - QR PTG P B T
Mama Universitas [ Badan | ..cccccvmnvmmssssmissmimmsnsens
Fakultas E gssg
Jurusan fBidi Studi JBid. @ s
Program Kementerian s P S T L

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

a. tidak pernah sebelumnya mengikuti program bantuan hiaya tugas belajar;

b. tndak pernah gagal dalam melaksanakan tugas belajar yvang disebablkan oleh
kelalaian sendiri;

¢. tidak permah dibatallcan mengikuti tugas belajar sebelumnva dikarenakan
kesalahan sendiri:

d. tidak akan menuntut penvesuaian ijjazah atau pencantuman gelar kedalam
pangkat apabila formasi belum memungkinkan;

¢. bersedia | menanggung biava perkuliahan sampal selesai  apabila  telah
melampaui batas waktu vang telah ditentukan untuk mevelesaikan pendidikan
dan apabila bantuan biaya tidak dianggarkan dalam APBD;

{. pendidikan yang ditempuh sesual dengan pendidikan sebelumnya, mendukung
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sesuai dengan kebutuhan organisasi,
dan /atau | mendukung visi misi Pemerintah Dasrah;

Demikian surat pemyataan ini saya buat dan saya tanda tangani di

csenesiess PEOR | tﬂnggﬂl ....... dalam rangkap 3 (tigal, lembar pertama dan kedua

henuatﬁrm masing-masing untuk Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Dayd Manusia (BKPSDM| Kabupaten Luwu Timur, lembar ketiga untuk
A .~.linstitusi tujuan tugas belajar). (%

Mengetahui,
Kepala SKPD Pembuat pernyataan,
o i1 PR RN RO o SRR S ——

Eepala BKPSDM Kab. Luwu Timur,
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e. CONTOH FORMAT REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

MNomor

Lamp

Perihal

REKOMENDASI UNTUK MENGIKUTI SELEKSI

KOP BUPATI
Madtll, - oo cocenmnnsnnn
Kepada
i /BUP Wi ol
: - di =
: Persetujuan Mengikuti Seleksi @ @== 0z .o

REKOMENDASI

Sehubungan dengan surat Permohonan Saudara, perihal
Permchonan Mengiluti Beleksi Program .occoviiscimsmsememseimisisnssiesisis ioiis

PROE oovrnssinrssnnssimssrmsssnsanssssssssnssnsmsnssnsnsresasansnsesss s NAKA pada prinsipnya
Pemerintah Kabupaten Luwwu Timur memberikon kesempatan kepada
FAUHEATR i) i convirir i veees NIP. ..iiemcivnsoin iinsnnnssnssnessns: UNtu mwenglut

tahapan seleksi tersebut dengan ketentuan ;

a. Seluruh biaya yang timbul sebelum hingga seleksi selesal diikut,
tidak menjadi beban APBD Kabupaten Luwa Timur;

b. Apabila vang bersangkutan telah dinyatakan lulus dalam seleksi,
maka vang bersangkutan harus kembali mengajukan permohonan
untuk mengikuti Tugas Belajar ke Pejabat Pembina Kepegawaian
Daecrah.

Demikian Rekomendasi ini diberikan kepada vang bersanglkutan
untuk digunakan scbagaimana mestinya, dan atas kerjasama yang baik
diueapkan terima kasih. &

Dikeluarkan di Malili

PEJABAT PEMBINA KEFEGAWAIAN

a2



[LCONTOH FORMAT PEEJANJIAN TOGAS BELAJAFR

EERJANJIAN TUGAS BELAJAR
HOMOR ; ....../TB/BKPSDM/ .....
Yung bertandalangan dibawah ind .
1. Nama T e
Nip. -
Pangleat/ Gol. I iierereimierrrreresernmrer
Jabatan : Kepala BEPSDM dala.m hal ini bertindak
untuk dan atas nama Bupati Luwu Timur
Alamat 1 JL Soekamo-Hatia Puncak indah Trans

Kec, Malili Kab. Luwu Timur

Selanjuinya dalam perjanjian ini discbut PIHAK PERTAMA, dengan ici
nemberikkan Tugas Belajar pendidikan Diploma 4 f Soata 1 [/ Strata 2/
dokter Spesialis [/ Strata 3 [/ Post Docroral ,.F ng,ram Kementerian®| pada
Frogram 3tudi ..........ccoccvevveenndldl vniennn ..inama Universitas dan
Fakultas)

2. MNama o tettetrteteeteeseesssesateeossrsans
Nip. L tierrrrirarrereararrersressnssnaan

Panglat/ Col, b kb hit ettt kbbb dmans
Unit Kerja | rrerrrrrrrrerrrarracasrrasastnstnsaanans

Alamat S
Itatarsi e mt e mt b e bbbk doammanan

Yang selanjutnya dalam perjanjian inid disebut FIHAK KEDUJA.

Fhak pertama dan pihak kedoua dengan il menyvatakan  sepakat
mengadakan perjanjian yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berileut
Pasal ]
Maksud dan Twjuan

1. Perjanjian ini dimaksudkan untuk mengatur hak dan kewajlban PIHAK
PERETAMA dan FIHAK KEDUA dalam proses pelaksanaan Tugas Belajar,

2, Perjanjian inl bettyuan untuk memperlancar proses pelaksonaan Tugns
Belajar PNE di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur, baik pada
saal mauwpun setelah melakcsanalean Tugas Belajar.

Pasal 2
Fuang Linglup
Perjanjian inl mengatar Ketentuzan admindstrasi PNS Lingkup Permnenintah

Kabtipaten Luwo Timur dalam prograrn Tugas Belajar Diploma 34/ Strata 1/
Strata 2 /dokter Spesialis/ Sirata 3/Post Doctoral/ Program Kementerian.

Pasal -3
Ketentuan Waldta Tugas Belajar

1. Tugas Belajar diberikan uniuk 1 jsatu) program pendidikan kecuall untuk
Jenis pendidikan yang langka dan sangat diputuhkan organisas).;

2. Jangka wakiu pelaksanaan Tugas Eelajar adalah............ {periode
Kalender akadernilt pecrtama sampai dengan peripde Kalender akademik
alhir). ﬁ_
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Pasal 4
Hak dan Kewajiban FIHAK PERTAMA

(1) Hak dari PIHAK PERTAMA:
a. Mendapat laporan tertulis setiap akhir semester tentang
perkembangan Pendidikan dari PIHAK KEDUA;
bh. Mendapatkan bukti akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai)
program studi PIHAK KEDUA vang telah dilegalisasi disertai laporan
hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis/ disertasi; dan
c. Memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA hila terjadi hal-hal yang
dapat merugikan BEKPSDM maupun Pemerintah Kabupaten Luwu
Timur,
(2) Kewajiban dari PIHAK PERTAMA:
a. Memberikan hak-hak kepegawaian kepada FIHAK KEDUA antara lain:
Gaji, kenaikan gaji berkala serta hak kepegawaian lainnya sesuai
ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

b. Memberikan pembiayaan penyelenggara pendidikan dan biaya
penunjang pendidikan kepada PIHAK KEDUA dengan besaran biaya
dari APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan standar
harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah antara lain:

. 1. Biaya pembayaran pendidikan;
2. Biaya pembelian buku referensi;

3. Biaya tugas akhir berupa riset dan penyusunan karya tulis/skripsi/
tesis/desertasi dan biayva wisuda; dan
4. Tunjangan biava hidup.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA

(1) Hak dari PIHAK KEDUA:
Selama menjalankan Tugas Belajar mendapatkan hak-hak kepegawaian
antara lain schagaimana yang tercantum pada Pasal 4 ayal (2) surat
perjanjian Tugas Pelajar;
(2) Kewajiban dari PIHAK KEDUA:
a. mengikuti pembelajaran dengan sungguh-sungguh dan penuh
. tanggung jawab sesuai ketentuan yang berlaku;
= b.selama melaksanakan Tugas Belajar PIHAK KEDUA tidak
diperkenankan pindah bidang studi/jurusan, tanpa persetujuan
tertulis dari BKPSDM Daerah;

c. stlama melaksanakan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA tidak
diperkenankan bekerja pada pihak manapun, termasuk di Lingkup
Pemerintah Kabupaten Luwu Timur, tanpa persetujuan tertulis dari
PIHAK PERTAMA;

d. mengirimkan secara periodik setiap akhir semester laporan
perkembangan akademik dalam melaksanakan Tugas Belajar kepada
FIHAK PERTAMA serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala
BKPSDDM dan Kepala SKPD dari PIHAK KEDUA;

c. sctelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan
menyerahkan bukt akhir kelulusan (salinan ijazah dan transkrip nilai
yang telah dilegalisasi) program studinya kepada PIHAK PERTAMA
disertai laporan hasil penelitian dalam bentuk skripsi/ tesis;/ disertasi
serta menyampaikan tembusannya kepada Kepala Balai Diklat;

f. Dalam hal PIHAK KEDUA melakukan Tugas Belajar di dalam negeri,
setelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan
bekerja kembali di SKPD sebelumnya dengan masa 'l.l'l'ﬂJih kerja 2 (dua)
kali masa Tugas Belajar yang telah dilaksanakan;



i)

i<

g. Dalam hal PIHAK REPUA melakukan Tugas Delajar f luer negeri,
sctelah menyelesaikan Tugas Belajar, PIHAK KEDUA diwajibkan
beleda kambali di Lingkup Pemerintahan Kabupaten Luwnu Timur
dengan masa wajib kerja 2 (dua) kali masa Tugas Belajar yang telah
dilalsanakan;

h. Setelabh menvelesailtan Tugas Belajar, FIHAK KEDUA tidak dapat
mengajukan cuti di luar tanggungan negara selams masa Wajib Kerja
dilingkuyp Pemerintahan Kabupaten Luwu Timur belum  selesai
dilak=anakan;

i. Menaat semua peraturan dan kebilakan yang berlaku di ingkungan
FIHAK PERTAMA.

Fasal &
FPelanggaran dan Sanksi

Dalam hal PIHAK KEDIUIA tidak melaksanakan Tugas Belajar dengan
sungguh-sunggub dan penuh tanggung jawab berdasarkan evaluasi dari
BKPSDM, maka PIHAK PERTAMA dapat memberhentikan PIHAK KEDUA
dari Tugas Belajar;

Dalain hal FIHAK KEDUA belum menyelesaikan Tugas Belafar sedangkan
batas waktu Tugas Belajar telah berakhir dan PIHAR KEDRUA tidall dapat
menyetesailtan program  studinya sampal  selesai dikerenalkan
sebagaimana dimakaud pada ayat (1}, maka PIHBAK KEDUA diwaliblan
belrerja di Lingkup Pemerintah Kabupatén Luwy Timur dengan masa
Wajib Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf f atau hurad g,
dan membayar ganti ragi paling banyak 2 (dua) kali dexi selurub Days
Tugas Belajar yang besarnya ditentukan oleh Tuntutan Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Rugi {TEFTGER]),

(3) Dalam hal PIHAK KEDUA diberhentikan dan/ atau berhentl aras

(4)

3]

kemauvan sendiri tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK PERTAMA
sebelum masa Tugas Belajar berakhir, maka PIHAK KEDUA dikengkan
wajib kerja di Lingkup Permnerintah Kabupaten Luwu Timur dengan masa
Wajib Kerja scebagaimana dimaksud dalam Pasal § huruf { atau hurf g,
dan membayer ganti rugl paling banyak 3 {tiga} kali dari s#luruh biayz
Tugas Belajar yang besarnya ditentykan oleh Tuntutarn: Perbendaharaan
dan Tuntutan Ganti Bugi {TFTGE);

Dalam hal PIHAK KEDUA idsk melaksanakan Wajib Kerja sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 haruf 1 atau huml g, maka PIHAK KEDUA akan
dikenalkan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

Apabila PTHAK KEDUA setelah menyelesaikan Tugas Belajar dan tidak
bekeria kembali di Lingkup Pamenntahan Kabupaten Luw Timue,
PIHAE EKEDUA dapat dilkenakan sanks! asesyal dengan  ketentuan
Feraturan Bupati imi dan drwajiblkan membayar gantl tugd palinog banyalc
3 (tiga) kKali dari seluruh biaya Tugas Belajar yang ditentukan oleh
Tunrutan Perbendabaraat dan Tuntitan Gantl Rugl (TFTGR),

6] Apabila PIHAK KEDUA belum $élesai mermbayar ganti rug sebagaimana

g

dimaksud pada avat (2], avat [3), dan ayat |5] sampal dengan batas
wakiu yvang telah ditentukan =ebelumnya oleh PIHAK PERTAMA, maka
FIHAK KEDLTA diwajibkan membayar sisa ganti ragl ditambah hunga
sebesar §% [enam persen| pertabun; dan

Apabila FIHAK KEDUA tidak sanggup mengembalikan bantuan biaya
pendidikan scbagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3] dan ayatc [5)
secara unai maka PIHAE PERTAMA melalui Kepala SKPD berwenang
melakukan pemotongan gali PIHAK KEDUA sehatyals 30 % (lima puluh
persen] tiap bolantya dan gaji bersih setelah mendapat persetujuan
inspektorat; 4
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Pasal 7
Pembebasan Perjanjian
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dibebaskan dari tanggung jawab atas
keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum

dalam perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar
kekuasaan masing-masing Pihak yang digolongkan sebagal force majeure.

Pasal 8
Penyelesaian Masalah

(1) Apabila @i kemudian hari timbul perselisihan yang diakibatkan oleh
perjanjian ini maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
menyelesaikan secara musyawarah;

{2) Apabila persclisihan ketentuan ganti rugi tidak dapat disclesaikan secara
musyvawarah, maka PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk
menvelesaikan secara hukum.

Fasal 9
Masa Perjanjian

{1) Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani. hal-hal yang belum
diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam Peraturan Bupati ini;

{2) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini dapat dilakukan
perubahan atau perbaifkan sesual dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10
PENUTUP

Kescluruhan Perjanjian  inl  merupakan satu  kesatuan yang tidak
terpisahkan, disetujui dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK
KEDUA serta dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dengan
kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing Pihak. ﬁi

FIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA,



g. CONTOH FORMAT PENYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI
JABATAN STRUKTURAL/DIBEBASTUGASKAN DAEI JABATAN
FUNGSIONAL

SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DIBERHENTIKAN DARI JABATAN
STRUKTURAL / DIBEBASTUGASKAN DARI JABATAN FUNGSIONAL

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama 3 aspssassesssceszusaas
Tempat/Tanggal Lahir | i,
Pangkat / Gol. £ ansenssnisaneariress
NIP, B s
Jabatan Struktural/ 1 issiassssandnesaadis
Jabatan Fungsional

Unit Kerja - A SR
Alamat

Sehubungan dengan keikutsertaan saya dalam Tugas Belajar dengan biaya

Tiighs: Balaier darl ... iminbdEbniividevivemiiweiin berdasarkan Surat
Keputusan Bupati Luwu Timur Nomer .......coeeceee. langgal
.......................................... untuk mengikuti pendidikan Diploma 4

Strata | / Strata 2 / dokter Spesialis / Strata 3 / Post Doctoral / Program
Kementerian *), terhitung sejak pertanggal di bawah ini, maka dengan ini
saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya bersedia melepas
jabatan struktural/fungsional *) saya sebagaimana tersebut diatas sesual
dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernvataan ini saya buat dan tandatangani di ............pada

tanggal . ..., untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinyva. {1{
MM

Mengetahui,

Kepala SKFD Pembuat Pernyataan
materal

|y o SR . [ 1) » OO



h. CONTOH FORMAT LAPORAN PERKEMBANGAN TUGAS BELAJAR
JLIZIN BELAJAR

Yth., Bupati
Cq. Kepala BEFSDM
di-
Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar/ *lzin

Belajar Nomor...... Tanggal........ yvang diberikan kepada :
NIP o s e e
Tempat dan Tanggal Lahir b e
Pangkat/ Gol Ruang
Jabatan B i SRR A
Unit Kerja i
Sumber Pembiayaan P TTTP YR

Bersama ini kami sampaikan Laporan Perkembangan Pendidikan
Tugas Belajar/*Izin Belajar pada :

Universitas s o
Falultas i B R i S
Jurusan NP THE——.
Alamat Perguruan Tinggi pe i e A
Program Pendidikan yvang ditempuh :............... e
Tanggal mulai studi AP ———

Tahun Ajaran/ Akademik R e ] SR
Semester ke-

20,

R L

PNS Tugas Belajar/ *lzin Belajar [ﬂr
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i. CONTOH FORMAT LAPORAN TELAH SELESAI MENGIKUTI PENDIDIKAN

LAPORAN TELAH SELESAI MENGIKUTI PENDIDIKAN
KOP SKPD
Nomaor - Kepada
Sifat r Yth. Bupati
Lamp : Cq. Kepala BEPSDM
Hal : Laporan telah selesai di-
mengikuti pendidikan Tempat

Sehubungan dengan pemberian SK Tugas Belajar/*Izin
Belajar Nomor......Tanggal....... vang diberikan kepada :
Nama S
MIP e R TR e R el SR
Tempat dan Tanggal Lahir : :
Pangkat/ Gol Ruang
Jabatan

Unit Kerja

Bersama ini kami sampaikan laporan telah selesai  mengikuati
pendidikan pada :

Universitas

Fakultas '

Jurusan

Alamat Perguruan Tinggi

Program Pendidikan ya_ngditmmuh

Tanggal mulai studi 0000 e

Tanggal lulus (sesuai ljazah)

Nomor dan Tanggal Ijazah

. . .
Mengetahui,
Kepala SKPD, PNS Tugas Belajar/ Izin Belajar* (%
 RETTTpTILY e ) bosroarra )
Nip. oo I e e ea e s sass den
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j. CONTOH FORMAT PERNYATAAN WAJIB KERJA
E“HLT* PERNYATAAN WAJIB KERJA DI LINGKUP PEMERINTAH

KABUPATEN LUWU TIMUR

Yang bertanda tangan dibawah ini ;

Nama R SRS S - (s S P
NIP: AR R B TR .
Tempat/Tgl. Lahir A P R bt PRE e Lo
Panghkat/Gol.
Unit Kerja R R R
Alamal L S

Sehubungan dengan keikutsertaan sayva dalam Tugas belajar dengan biaya
Tugas Belajar darl .........cccoseeeees,  berdasarkan  Surat Keputusan
Bupati Luwu Timur NOMOL .......ccccoommramanianie tanggal .. senssenvens TR
mengikuti pendidikan Diploma 4 / Strata 1 / Strata 2 ,l’ E}nktcr Spesialis /
Strata 3 / Program Kementerian*) terhitung mulai  tanggal
........... ereridseenareneeeennnenes d€NgAN ini menyatakan dengan scsungguhnya
hahwa sava bersedia dan akan melaksanakan Wajib Kerja di Unit Kerja
sebelumnya paling lama 1 (satu) bulan sejak berakhimya masa Tugas
Belajar sclama jangka waktu ........... (-....] tahun, sesuai dengan ketentuan
vang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan tanda tangani di.

PRbEE s i Tanggal ..............., untuk dapat {llp-ergl.makan
sebagaimana mestinya.

Mengetahui,

Kepala BKPSDM Kab Luwu Timur, PNS Tugas Belajar (%

B cissotin corampduginns | [oorsrnvananssinsssnrrinsnns)

{1 - TR T S o || L e R

BUPATI LUWU TIMUR,

MUH. THORIG HUSLER

30



